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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Pancasila dan UUD 1945 menggarisbawahi pentingnya kemajuan ekonomi 

sebagai salah satu sarana untuk mencapai pembangunan nasional yang bertujuan 

menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Pancasila di sini dianggap sebagai 

pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengatur hubungan antara manusia 

dengan Tuhan dan antar manusia itu sendiri.1  Pancasila juga dijadikan landasan 

hukum untuk menciptakan keadilan sosial dan masyarakat sejahtera bagi semua 

warga Indonesia. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan ekonomi di 

Indonesia diukur dari sejauh mana masyarakat dapat hidup dalam keadilan sosial 

dan kesejahteraan. 

Pembangunan Indonesia bertujuan untuk melibatkan seluruh lapisan 

masyarakat, termasuk yang paling terdampak, yaitu masyarakat bawah, dalam 

pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi memerlukan modal yang dapat 

didukung oleh peran aktif dunia usaha atau bisnis. Pelaku bisnis tidak hanya terdiri 

dari individu, tetapi juga pemerintah, organisasi, dan masyarakat secara 

keseluruhan. 2 

Dalam konteks ini, lembaga perbankan dan pembiayaan konsumen memainkan 

peran penting dengan menyalurkan dana kepada masyarakat, baik dalam bentuk 

 
 1Moh. Saleh dan Dwi Fajra Fakhrizal, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap 
Perampasan Objek Jaminan Fidusia Oleh Negara”. Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I, Vol 8 No. 6, 
2021, Hlm. 1. 
 2Fadillah Hanum dan Ayu Trisna Dewi, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemberi Fidusia 
Dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor Roda Empat”. Jurnal Ilmiah 
Penelitian. Vol III No. 1, 2022, Hlm. 2. 
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pinjaman maupun kredit. Lembaga pembiayaan membantu masyarakat dalam 

pembiayaan barang-barang yang dibutuhkan secara tunai. Perjanjian antara 

lembaga pembiayaan dan konsumen seringkali berbentuk perjanjian kredit, di mana 

konsumen menggunakan kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan untuk 

membeli barang dan jasa, dan kemudian mengganti pinjamannya secara bertahap. 

Dengan demikian, lembaga pembiayaan memfasilitasi akses masyarakat terhadap 

kebutuhan ekonomi mereka, yang pada gilirannya mendukung pembangunan 

ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. 3 

Kredit memegang peran penting dalam menggerakkan aktivitas ekonomi, baik 

di pedesaan maupun perkotaan, dalam perdagangan, transportasi, dan usaha. Pelaku 

usaha, baik besar maupun kecil, membutuhkan akses kredit untuk mendukung 

kegiatan mereka. Namun, ada kesenjangan dalam akses kredit antara pelaku usaha 

menengah atas dengan pelaku usaha kecil ke bawah. 4 Pelaku usaha menengah atas 

cenderung lebih mudah mendapatkan kredit karena memiliki kemampuan finansial 

dan kepercayaan yang lebih tinggi. Sementara itu, pelaku usaha kecil ke bawah 

sering mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan kredit karena kurangnya 

kemampuan finansial dan kepercayaan. 5 

Pemberian kredit oleh bank harus dilakukan dengan hati-hati sesuai dengan 

prinsip kehati-hatian. Bank sebagai kreditur memerlukan alat yang memastikan 

 
 3Gentur Cahyo Setiono dkk, “Cidera Janji Dalam Perjanjian Kredit Jaminan Fidusia”. 
Jurnal Transparansi Hukum. Vol. 4 No. 1, 2021,  Hlm. 2. 

4Moch.Isnaeni dkk, 2021, Aspek Pidana dalam UU No.42 Tahun 1999 tentang Fidusia, 
Malang: Media Nusa Creative, Hlm.2. 
 5Ni Made Yunika Andrini, Dkk. “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Hal Debitur 
Wanprestasi Atas Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan”. Jurnal 
Kontruksi Hukum. Vol 4 No. 2, 2023, Hlm. 2. 
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debitur dapat mengembalikan hutangnya dengan aman, salah satunya adalah 

melalui jaminan. Jaminan ini berfungsi untuk melindungi bank dari risiko gagal 

bayar. Oleh karena itu, keberadaan objek jaminan menjadi sangat penting dalam 

proses pemberian kredit. Dengan demikian, sistem kredit yang baik harus 

memperhatikan prinsip kehati-hatian dan mempertimbangkan faktor-faktor seperti 

kemampuan dan jaminan dalam memberikan akses kredit kepada pelaku usaha.6 

Kredit dengan hak tanggungan merupakan bentuk kredit yang dibentuk dalam 

kerangka sosial walaupun dalam bidang hukum mengenai jaminan terdapat 

berbagai lembaga seperti fidusia dan gadai. Para pelaku usaha ini untuk 

menjalankan aktivitas perniagaannya yang berkelanjutan sangat memerlukan 

pendanaan. Perolehan pendanaan ini diperoleh dari kegiatan pinjam-meminjam 

pada lembaga pembiayaan yang membutuhkan suatu jaminan sebagai suatu syarat 

terjadinya utang piutang ataupun pinjam-meminjam. 

Penyediaan dana pembangunan, Suatu negara pada umumnya memiliki 

keterbatasan untuk menyediakan dana pembangunan, sehingga untuk itu 

diperlukannya perputaran dana dari masyarkat agar kegiatan atau aktivitas 

perekonomian berjalan lancar. Kebijakan perekonomian yang dikeluarkan 

Pemerintah di bidang moneter, keuangan dan perbankan ditujukan untuk 

menghimpun dana pembangunan agar bisa memberikan pemerataan kesempatan 

usaha bagi pelaku-pelaku pembangunan ekonomi.  

 

 
 6Ni Made Yunika Andrini, Dkk. “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Hal Debitur 
Wanprestasi Atas Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan”. Jurnal 
Kontruksi Hukum. Vol 4 No. 2, 2023, Hlm. 2. 
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Lembaga yang sangat berperan penting Dalam pelaksanaan pembangunan 

nasional, khususnya dalam kegiatan ekonomi yaitu lembaga perbankan fungsi 

mendasar bank yaitu menghimpun simpanan masyarakat dan menyalurkan dana 

pemerintah. Bank adalah adalah entitas keuangan yang menyediakan beragam 

layanan kepada kliennya, seperti menerima dan menyalurkan uang, memberikan 

pinjaman, menjaga aset berharga melalui pengelolaan mata uang, dan memasok 

modal untuk bisnis.7 

Kebutuhan dalam pelaksanan praktek perbankan dalam hal pengajuan kredit 

atau pembiayaan guna mengurangi resiko yang timbul maka muncullah konsep 

jaminan. Dalam istilah perbankan jaminan sering menggunakan istilah “agunan”. 

Penjelasan ketentuan tertuang dalam Pasal 8 UU No.10 Tahun 1998 tentang 

perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan (selanjutnya disebut UU 

Perbankan) membahas tentang bagaimana bank harus mengevaluasi karakter, 

bakat, permodalan, agunan, keuangan, dan prospek usaha debitur sebelum 

memberikan kredit atau pendanaan. Kredit bergantung pada keyakinan bank 

terhadap kemampuan nasabah untuk membayar kembali pinjamannya.8 Ketika 

seorang debitur mematuhi semua  peraturan dan protokol untuk memperoleh kredit 

bank, maka terbentuklah kepercayaan seperti ini. 

Konfirmasi dari lembaga pemberi pinjaman bahwa pinjaman akan dilunasi 

seluruhnya dalam jangka waktu yang telah disepakati. Waktu, risiko, dan kinerja 

merupakan faktor pelengkap yang berlaku baik pada proses perolehan pinjaman 

 
7Ibid. Hlm.3. 

 8I Dewa Gede Oka Wibawa dan Komang Pradnyana Sudibya, “Akibat Hukum penyitaan 
Objek Jaminan Fidusia Oleh Negara”. Jurnal Harian Regional. Vol. 6 No. 12, 2018, Hlm. 3. 
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maupun proses pemberian pinjaman.9 Pemberian kredit ini dilakukan atas 

kesepakatan dua belah pihak termasuk adanya waktu, resiko dan prestasi yang akan 

didapat oleh masing-masing pihak. 

Perjanjian utang piutang memuat jaminan, yakni jaminan bahwasanya debitur 

akan membayar kembali jumlah diantara keduanya sebagaimana yang telah 

disepakati. Perjanjian agunan tambahan timbul karena adanya perjanjian pokok, 

yang dalam konteks ini merujuk pada kesepakatan utang dan piutang. Dalam KUH 

Perdata, terdapat dua jenis jaminan, yaitu yang diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 

1132. Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan bahwa semua barang milik seorang 

debitur, baik yang bergerak maupun tidak, yang sudah ada atau akan ada di masa 

depan, dapat dijadikan jaminan untuk segala perjanjian pribadi debitur tersebut. 

Kebijakan ini diatas menjelaskan bahwasanya semua benda milik debitur baik 

bergerak dan tidak bergerak jadi jaaminan atas utangnya. Implikasi hukumnya 

adalah kreditur bisa mengajukan penyitaan ke pengadilan jika debitur wanprestasi 

atas semua benda milik debitur kecuali benda yang memiliki hak preference seperti 

fidusia dan hak tanggungan.10 Sementara itu, melihat Pasal 1132 KUH Perdata, para 

kreditor berhak menerima bagian yang sama dari hasil penjualan berdasarkan besar 

kecilnya piutangnya, kecuali ada alasan yang sah untuk mengutamakan salah satu 

piutang di atas piutang yang lain. Harta yang disebutkan melalui Pasal 1131 jadi 

jaaminan bersama bagi para kreditur. yang berbeda. Dalam prakteknya jaminan 

umum belum mampu memberikan kepastian dan keyakinan kepada kreditur 

 
 9 Ibid. 
 10Ibid. hlm. 3. 
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sehingga biasanya kreditur memakai jaminan khusus yang spesifiknya disebutkan 

benda yang jadi jaminan atas piutangnya. 

Jaminan khusus yang ditata melalui Pasal 1133 menyebutkan bahwasanya 

kreditur memiliki hak privilege berbeda dari kreditur dengan jaminan umum, 

pemegang jaminan utang kreditur diberi hak khusus preference oleh hukum. Di 

Pasal 1133 Dalam hal dananya berasal dari pencairan agunan utang, maka prioritas 

pembayarannya diberikan kepada kreditur. Jika penjualan agunan menyisakan uang 

di bank, maka uang itu akan menjadi milik kreditor. Sedangkan, pada jaminan 

umum berlandaskan Pasal 1132 tidak ada kedudukan preference untuk kreditur. 

Pergerakan perekonomian yang terus semakin meningkat dan mempengaruhi 

kebutuhan pendanaan. Perkreditan adalah suatu cara yang dilaksanakan oleh 

masyarakat Indonesia dalam memperoleh pembiayaan untuk mememuhi kebutuhan 

hidupnya yang dijadikan modal dalam menggerakkan usahanya khususnya bagi 

pelaku usaha. Pada saat dilakukan perjanjian hutang piutang atau kegiatan pinjam 

meminjam uang selazimnya diperlukan jaminan yang dapat dijadikan agunan 

sebagai wujud untuk memberikan kepercayaan kepada si pemberi pinjaman atau 

kreditur. Peminjam mungkin merasa tenang ketika mereka membangun bisnis 

mereka ketika mereka memiliki jaminan untuk mendapatkan pinjaman bank. 

Jaminan fidusia merupakan salah satu organisasi penjaminan yang paling terkenal 

dalam sistem hukum penjaminan di Indonesia. 

Pada tanggal 18 Agustus 1932, fondasi lembaga fidusia diletakkan oleh Arrest 

Hoggerechtshop. Kebutuhan mendesak akan fasilitas kredit atas saham-saham 

pedagang kecil dan menengah menginspirasi lahirnya Arrest. UU yang menata 
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jaminan fidusia diterbitkan pada tahun 1999 pada masa reformasi, hal ini 

menjelaskan mengapa pertumbuhan peraturan perundang-undangan fidusia cukup 

lamban. Yang dimaksudkan dari “fidusia” mempunyai pengertian melihat Pasal 1 

ayat (1) UU 42/1999 mengatur tentang jaminan fidusia sebagai "penyerahan 

kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda 

yang dimiliki tersebut tetap dalam pengawasan pemiliknya." Ini berarti bahwa 

selama barang tetap di bawah kendali pemberi fidusia, transfer kepemilikan 

dianggap sebagai transfer kepemilikan dari satu pihak ke pihak lain dalam bentuk 

pengawasan. 

Asal usul istilah "fidusia" dapat ditelusuri ke bahasa Latin, di mana "fiduciair" 

dan "fides" digunakan, yang keduanya mengandung makna "kepercayaan", seperti 

dalam praktik pengalihan kepemilikan aset kepada pihak lain guna menjamin 

pembayaran utang yang terutang oleh kreditur. Sebagai singkatan dari Fiduciary 

Eigendom Overdrach, Fidusia kadang-kadang disebut sebagai FEO. Tujuan 

pengalihan kepemilikan barang ini satu-satunya adalah bertujuan dalam 

penjaminan utang yang khusus, dengan memberikan perlakuan istimewa kepada 

kreditur yang menerimanya dibandingkan kreditur lainnya.11 

Sebelum UU 42/1999 diatur, subjek jaminan fidusia terbatas pada barang-

barang bergerak seperti persediaan, perdagangan, piutang, peralatan mesin, dan 

kendaraan bermotor. Namun, berdasarkan UU tersebut, definisi "Objek Jaminan 

Fidusia" diperluas secara signifikan untuk mencakup barang-barang bergerak dan 

tidak bergerak, termasuk yang bersifat fisik maupun tidak berwujud, bahkan 

 
 11Ibid.Hlm.21 
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termasuk bangunan seperti rumah susun yang sebelumnya tidak dikenakan hak 

tanggungan. Penerima fidusia mempunyai hak prioritas akibat adanya jaminan ini, 

yang dijadikan jaminan untuk menutup kewajiban tertentu. selaras terhadap 

Constitutum Processorium, kreditur memberikan kewenangan kepada fidusia untuk 

terus memakai atau menguasai barang. Penyerahan dengan tetap menguasai barang 

yang dipermasalahkan Yang dimaksudkan dari penyerahan barang melalui 

constitutum possesorium (verklaring van houderschap), karena barang tersebut 

masih berada di tangan debitur. Setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian fidusia 

memiliki hak-haknya sendiri dan tanggung jawab hukum tertentu sebagai akibat 

dari sifat hubungan di antara mereka. Sekalipun pemegang fidusia tetap dapat mem 

Intinya adalah bahwa sebelumnya, sertifikat jaminan fidusia mencantumkan prinsip 

keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan memberikan kekuatan hukum 

yang setara dengan putusan pengadilan final. Namun, setelah putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, terjadi perbedaan interpretasi terkait 

pelanggaran kontrak melalui Pasal 15 UU 42/1999. 

Apabila terjadi pelanggaran kontrak dalam eksekusi jaminan fidusia, 

penyelesaiannya tidak lagi langsung dilakukan melalui jalur pengadilan, tetapi 

memerlukan kesepakatan antara pihak-pihak terkait. Jika debitur tidak memenuhi 

kewajibannya, pihak yang menerima jaminan dapat menggunakan 

kebijaksanaannya sendiri untuk menjualnya melalui lelang, serupa dengan proses 

gugatan di pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun, prinsip 

keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang tercantum dalam sertifikat 

jaminan fidusia tidak lagi memberikan wewenang eksekutorial sejak tanggal 6 
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Januari 2020, sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-

XVII/2019. Debitur dan kreditur harus mencapai kesepakatan sebelum perjanjian 

fidusia dapat dilaksanakan, dan salah satu pihak dapat meminta intervensi hukum 

dengan mengajukan gugatan jika pihak lain gagal mencapai konsensus mengenai 

adanya pelanggaran kontrak. Jika tidak tercapai kesepakatan bersama, eksekusi 

akan dilakukan berlandaskan penetapan pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum 

yang berlaku.akai dan menguasai barang tersebut, ia harus mengalihkan 

kepemilikannya kepada kreditur dalam bentuk constitutum possesorium. 

Mengingat kemudahan, kecepatan, dan kesederhanaan prosedur pembebanan, 

jaminan fidusia kini lebih sering dipakai dalam transaksi pinjam meminjam. Namun 

perlu diingat bahwa jaminan tersebut tidak hehadiran jaminan fidusia memberikan 

kejelasan secara hukum. Melalui jaminan fidusia, pihak yang memegang fidusia 

memiliki wewenang terhadap objek yang dijaminkan. Sementara penerima fidusia 

hanya memiliki dokumen resmi jaminan fidusia yang didasarkan pada kepercayaan. 

Dalam prakteknya, penerima fidusia tidak selalu mendapatkan perlindungan 

hukum yang memadai. Terdapat kasus di mana objek jaminan fidusia dapat disita 

oleh negara melalui keputusan pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. 

Dalam situasi ini, penerima fidusia tidak dapat mengambil kembali objek jaminan 

fidusia yang disita oleh negara, sehingga tidak mendapatkan perlindungan hukum 

terhadap objek tersebut. 

Contoh konkretnya adalah dalam Putusan Nomor 32/PDT/2019/PT.Bandung 

dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 872 K/Pdt/2020, di mana pihak BCA 

FINANCE sebagai penerima fidusia mengalami ketidak mendapatkan 
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perlindungan hukum karena objek jaminan fidusia disita oleh negara melalui 

keputusan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Dalam kasus ini, objek jaminan 

fidusia yang dirampas oleh negara tidak dapat dikembalikan kepada penerima 

fidusia, sehingga penerima fidusia tersebut tidak dapat memperoleh perlindungan 

hukum terhadap objek jaminan fidusia tersebut. 

Putusan Perkara Perdata di atas berlatar belakang dari putusan perkara pidana 

No.428/Pid.sus/2017/PN.Dpk dengan terdakwanya Sabilal Rusdi. Atas putusan 

perkara pidana tersebut Pelawan dalam hal ini BCA Finance selaku kreditor yang 

telah melakukan pembiayaan atas pembelian Kendaraan oleh konsumen (SR) serta 

selaku pihak penerima jaminan fidusia atas kendaraan. Kendaraan yang dimaksud 

adalah mobil BMW ,dengan Nomor mesi 21439289, Type 3302, Nomor Polisi  B 8 

Lal,Warna Merah Metalik, BPKB atas nama Sabilal  Rusdi , Tahun Pembuatan 

2015,Nomor BPKB M-07533101, Nomor Rangka MHH8A960XFK956719. 

Kendaraan  yang menjadi Objek jaminan fidusia ini dirampas negara karena 

merupakan pembelian dari hasil penghipunan dana yang dilakukan secara melawan 

hukum atau penggelapan. 

Bahwa pihak BCA Finance merasa dirugikan karena kendaraan BMW Sabilal 

Rusdi yang merupakan objek jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan 

konsumen telah disita oleh negara sebagai hasil dari perbuatan pidana yang 

dilakukan oleh Sabilal Rusdi, yang kini berstatus terpidana. Dalam hal ini, pihak 

BCA Finance berdasarkan hukum memiliki hak untuk melaksanakan eksekusi 

terhadap jaminan fidusia sesuai dengan UU 42/1999. 
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Fakta hukum menunjukkan bahwa Sabilal Rusdi telah mengakui bahwa 

pendapatan yang diperoleh dari kegiatan bisnisnya telah digunakan untuk membeli 

mobil BMW sebagai aset. Namun, mobil tersebut akhirnya menjadi objek pidana 

dan disita oleh negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan 

hukum tetap. Inti dari masalah ini adalah bahwa pihak BCA Finance merasa 

dirugikan secara tidak adil karena kemungkinan kehilangan objek jaminan fidusia 

akibat tindakan pidana yang dilakukan oleh Sabilal Rusdi karena objek jaminan 

fidusia tersebut dirampas negara. 

Dalam kasus ini, Putusan Pengadilan Negeri Depok yang awalnya 

mengabulkan gugatan PT BCA Finance telah dibatalkan oleh Putusan Banding 

Pengadilan Tinggi Bandung karena menerima permohonan banding dari Jaksa. 

Kemudian, pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi 

dari PT BCA Finance, sehingga putusan Pengadilan Negeri Depok yang awalnya 

mengabulkan gugatan menjadi berlaku kembali. 

Sebagai hasilnya, kendaraan (mobil) BMW yang menjadi objek jaminan 

fidusia disita oleh negara sebagai barang bukti dalam perkara pidana. Hal ini 

berdasarkan Pasal 39 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa objek atau barang 

tertentu dapat disita oleh negara jika terbukti atau diyakini digunakan dalam 

kegiatan ilegal atau tindak pidana, atau jika barang tersebut diperoleh secara tidak 

sah atau digunakan untuk melakukan tindak pidana. Dengan demikian, putusan 

Mahkamah Agung mengakibatkan terlaksananya penyitaan kendaraan oleh negara 

sebagai bagian dari proses hukum terkait tindak pidana yang terjadi. 
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Kasus tersebut menimbulkan persoalan terkait perlindungan hukum bagi BCA 

Finance selaku kreditur penerima fidusia. Meskipun BCA Finance memiliki hak 

yang dilindungi atas objek jaminan fidusia dan kedudukan yang diutamakan 

sebagai pemegang jaminan fidusia, namun dalam kasus ini mereka tidak dapat 

melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia karena kendaraan tersebut 

dirampas oleh negara melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum 

tetap. 

Perjanjian fidusia, atau Fiduciary transfer of ownership, adalah perjanjian 

kepercayaan di mana kepemilikan suatu barang dialihkan dengan dasar 

kepercayaan, tetapi barang tersebut tetap berada di bawah penguasaan pemiliknya. 

Meskipun terjadi transfer kepemilikan, namun barang tersebut tetap berada pada 

pemberi fidusia, menandakan pengalihan hak milik berdasarkan kepercayaan. 

Meskipun BCA Finance memiliki hak atas objek jaminan fidusia, dalam kasus di 

mana objek tersebut dirampas oleh negara, perlindungan hukum terhadap hak-hak 

BCA Finance menjadi kompleks dan memerlukan penyesuaian dengan ketentuan 

hukum yang berlaku. 

Jaminan fidusia harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu 

kemampuan debitur untuk menjalankan operasional perusahaannya, namun juga 

memberikan kepastian hukum dan ketenangan pikiran bagi kreditor. Perjanjian 

fidusia berkembang sebagai perjanjian tambahan dari perjanjian pokok, seperti 

perjanjian kredit bank, dan disebut sebagai perjanjian pelengkap. Penggunaan 

jaminan fidusia memberikan keistimewaan prioritas bagi kreditur penerima fidusia. 
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Namun, debitur tetap mempunyai kewenangan atas barang-barang yang menjadi 

objek jaminan selama proses serah terima, yang disebut constitutum possestorium.12 

Dalam kasus tertentu, seperti yang terjadi pada putusan Nomor 

32/PDT/2019/PT.BDG jo. Putusan Nomor 872/K/Pdt/2020, keputusan pengadilan 

dapat merugikan pihak kreditur, seperti BCA FINANCE, yang telah memberikan 

pembiayaan dengan menggunakan jaminan fidusia. Oleh karena itu, perlu 

dilakukan penelitian tesis mengenai perlindungan hukum bagi penerima fidusia 

ketika pemberi fidusia tidak memenuhi janjinya, dengan studi kasus Putusan Nomor 

32/PDT/2019/PT.BDG jo. Putusan Nomor 872/K/Pdt/2020. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka Penulis akan mengangkat 

tulisan ini dengan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana perlindungan Hukum terhadap Penerima Fidusia Ketika Objek 

Jaminan Fidusia dalam perampasan oleh negara dalam kaitannya dengan 

Putusan Nomor 32/PDT/2019/PT.BDG jo.Putusan Nomor 872/K/Pdt/2020 ? 

2. Bagaimana Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Ketika objek jaminan 

fidusia dalam status disita oleh negara dikaitkan Putusan Nomor 

32/PDT/2019/PT.BDG jo. Putusan Nomor 872/K/Pdt/2020 ? 

 
12Frieda Husni Hasbullah, Hukum Kebendaan (hak hak Perdata yang memberi jaminan) 

Jilid II, Jakarta: Ind-Hill-C0, 2020, Hlm. 43. 



14 
 

 
 

3. Bagaimana seharusnya pengaturan eksekusi jaminan yang telah dirampas 

negara dalam memberikan jaminan perlindungan hukum dan kepastian 

hukum bagi penerima fidusia ? 

C. Tujuan dan Manfaat 

Tujuan penelitian dan manfaat yang ingin dicapai penulis setelah melakukan 

penelitian adalah sebagai berikut :  

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk menganalisa perlindungan hukum bagi penerima fidusia ketika 

objek jaminan fidusia dalam perampasan oleh negara dalam kaitannya 

dengan Putusan Nomor 32/Pdt/2019/PT.BDG jo. Putusan Nomor 872 

K/Pdt/2020. 

b. Untuk menelaah pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia ketika objek 

jaminan fidusia dalam status disita oleh negara dikaitkan Putusan 

Nomor 32/Pdt/2019/PT.BDG jo. .Putusan Nomor 872/K/Pdt/2020. 

c. Untuk memahami pengaturan ke depan eksekusi jaminan fidusia yang 

telah dirampas negara dalam memberikan jaminan perlindungan dan 

kepastian hukum bagi penerima fidusia. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Studi ini bertujuan memberikan masukan yang bermanfaat mengenai 

kepastian hukum bagi penerima fidusia terhadap objek jaminan fidusia 

yang disita oleh negara. Secara teoritis, studi ini dimaksudkan untuk 



15 
 

 
 

menyumbangkan pemikiran dan literatur baru mengenai perlindungan 

hukum bagi penerima fidusia terhadap objek jaminan fidusia.  

b Manfaat Praktis 

1) Penerima Fidusia (Lembaga Pembiayaan BCA Finance) 

Bermanfaat sebagai suatu kehati hatian terhadap objek fidusia dan 

perlunya dilakukan pengawasan terhadap penggunan objek tersebut 

oleh pemberi fidusia. 

2) Pemberi Fidusia (Debitur) 

Perlunya kesadaran bagi Pemberi Fidusia dalam menggunakan objek 

Jaminan fidusia tersebut sebagai wujud tanggung jawab pemberi 

fidusia terhadap Kepercayaan yang diberikan oleh Lembaga 

Pembiayaan dalam hal ini BCA Finance. 

3) Aparat Penegak Hukum (Hakim, Jaksa, Kepolisian) 

Studi ini berguna sebagai kontribusi dan masukan bagi pembuat 

undang-undang dalam menyempurnakan peraturan perundang-

undangan terkait perlindungan hukum bagi penerima fidusia 

terhadap objek jaminan fidusia yang disita oleh negara. Selain itu, 

juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi penerima 

fidusia terhadap objek jaminan fidusia kepada masyarakat umum 

dan aparat penegak hukum. 

D. Kerangka Teori 

Setiap penulisan tesis sangat diperlukan kerangka teori yang dipakai untuk 

merangkum dan memahamin isu, menjelaskan hukum, memprediksi hukum dan 
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mempengaruhi perkembangan hukum itu sendiri. Untuk menjelaskan hipotesis 

yang diteliti, perlu dirumuskan teori yang berfungsi sebagai sudut pandang yang 

komprehensif, penilaian yang terinformasi, dan kumpulan informasi yang berkaitan 

dengan realitas. Teori dapat memberikan sarana kepada kita agar bisa merangkum 

selanjunya digunakan unuk memahami masalah yang di analisa secara baik. Untuk 

menganalisa peneltian ini digunakanlah beberapa teori yaitu : 

1. Teori Keadilan 

Keadilan merupakan perekat, tatanan kehidupanbagi masyarakat yang 

memiliki adab. Untuk mencegah terganggunya tatanan sosial yang adil, 

undang-undang diberlakukan untuk memastikan bahwasanya Setiap 

penduduk dan perwakilan pemerintah negara bagian memenuhi kewajiban 

mereka untuk menjaga hubungan sosial yang kuat dan berkolaborasi untuk 

mencapai tujuan kita bersama. Jika tindakan yang diarahkan diabaikan atau 

dilanggar maka akan berakibat terganggunya tatanan social dengan 

demikian keadilan yang diinginkan tercideranya keadilan. Agar tetib 

kehidupan masyarakat dapat ditegakkan maka keadilan harus ditegakkan. 

Teori Keadilan adalah setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi selaras 

terhadap level pelanggaran itu sendiri.13 Teori Keadilan disini dimaksudkan 

untuk memberikan sesuai dengan apa yang dilaksanakan sehingga 

timbulnya ketenangan dalam tatanan kehidupan dalam masyarakat. 

 
13Sukendar dkk, Teori Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 

2022, Hlm. 112. 
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Kedua prinsip keadilan tersebut, menurut John Rawls, harus diperhatikan 

oleh setiap program yang berupaya menjaga keadilan dari sudut pandang 

masyarakat. Setiap orang harus memiliki kesempatan yang setara untuk 

mengejar dan menikmati kebebasan yang paling fundamental. Yang kedua 

adalah menutup kesenjangan pencapaian yang sama dalam kebebasan yang 

paling mendasar dan inklusif secara sosio-ekonomi sehingga semua orang, 

terlepas dari status sosio-ekonominya, dapat memperoleh manfaatnya14. Teori 

keadilan ini dimaknai bahwa hukum itu menhendaki perlakuan yang sesuai 

dalam semua tingkatan masyarakat selaras terhadap apa yang jadi haknya, 

selaras terhadap kebijakan aturan yang berlaku dan juga selaras terhadap 

porsinya masing masing. 

2. Teori Kepastian Hukum 

Empat (empat) poin mendasar mengenai pengertian kepastian hukum 

yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch: 

a. Bahwa peraturan perundang-undangan merupakan contoh hukum 

positif merupakan premis pertama. 

b. Selanjutnya landasan hukum adalah kenyataan yaitu fakta. 

c. Fakta perlu disajikan secara lugas, mudah dipahami dan dipraktikkan. 

d. Keempat, hukum positif itu tidak boleh diubah-ubah.15 

Jika ingin mengetahui sesuatu dengan kepastian mutlak, menurut Gustav 

Radbruch, itu harus hukum (atau peraturan perundang-undangan). Meskipun 

 
14Ibid.Hlm. 113. 
15Ibid.Hlm. 119. 
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tidak adil, Gustav Radbruch menyatakan bahwa aturan yang mengatur 

kepentingan manusia dalam masyarakat, yang dikenal sebagai hukum positif, 

harus dihormati secara konsisten. Ketika terdapat kepastian hukum, 

masyarakat akan cenderung berperilaku sejalan dengan hukum; sebaliknya, 

jika tidak ada, masyarakat cenderung tidak mempunyai prosedur teratur dalam 

melakukan apa yang perlu mereka lakukan.  

Teori kepastian hukum ini merupakan suatu teori yang dipakai untuk 

menimbulkan rasa keadilan dikarenakan teori kepastian hukum ini mengatakan 

bahwasanya hukum itu merupakan hukum positip dan hukum itu merupakan 

perundang undangan. 

3. Teori Perlindungan Hukum 

a. Perlindungan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Satjito Rahardjo 

adalah upaya untuk menjaga kepentingan hukum seseorang dengan 

memberikan hak yang melekat padanya untuk melakukan tindakan 

dalam hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan tersebut16 

b. Secara teoritis, perlindungan hukum, menurut Philipus M. Hadjon, 

berarti menjaga harkat dan martabat subjek hukum sekaligus mengakui 

hak asasi manusia yang dimilikinya. Hadjon membedakan dua jenis 

perlindungan hukum, yakni17 : 

 
16Muammar Alay Idrus, “Keabsahan, Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum atas 

Perwakafan Yang tidak tercatat (Studi Kasus Praktek PerwakaFan Tanah di Kecamatan Sukamulia)”, 
Jurnal IUS,Vol. 5 No.1, 2017,Hlm. 35-36. 

17Philipus M.Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Makasar: 
Peradaban, 2007, Hlm. 38. 
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1. Untuk menghindari konflik, perlindungan hukum preventif 

memungkinkan masyarakat menyuarakan pemikirannya sebelum 

pemerintah mengambil keputusan akhir. 

2. Perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan perbedaan 

pendapat. Negara menjamin setiap individu mempunyai hak untuk 

mewujudkan kepentingannya dan melaksanakan haknya sebagai 

subjek hukum melalui konsep perlindungan hukum 

Teori Perlindungan Hukum ini merupakan suatu teori yang memberikan 

kesempatan pada pihak yang bersengketa untuk memberikan masukannya dan 

memberi peluang pada semua pihak untuk menyampaikan. Dalam studi ini 

memakai perlindungan hukum represif. 

E. Ruang Lingkup 

Penulisan ini memfokuskan pada perlindungan hukum bagi penerima fidusia 

ketika pemberi fidusia gagal memenuhi janji dan objek jaminan fidusia disita oleh 

negara karena terlibat dalam tindak pidana. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang juga dikenal 

sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Fokusnya adalah pada 

analisis peraturan tertulis, termasuk data sekunder yang ditemukan dalam 

perpustakaan atau dokumen resmi pemerintah. Penelitian ini bergantung pada 

data sekunder yang tersedia di perpustakaan, seperti buku-buku dan dokumen 
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resmi. Fokus penelitian adalah mengeksplorasi hukum positif yang berkaitan 

dengan perlindungan hukum bagi penerima fidusia ketika pemberi fidusia 

melanggar janji terkait objek jaminan fidusia, terutama kendaraan bermotor. 

Dalam kumpulan ilmu hukum ini, istilah "hukum" mengacu pada kodifikasi 

undang-undang tertentu ("kitab hukum") atau lebih umum lagi pada standar 

perilaku yang ditetapkan untuk individu dan kelompok. Inilah saatnya kajian 

hukum normatif mengacu pada metode ilmiah dan logika ilmu hukum untuk 

mendasari temuannya18. Peter Mahmud juga menyebutkan bahwasanya tujuan 

studi hukum adalah untuk menemukan preseden dan prinsip panduan yang 

dapat mengatasi permasalahan hukum tertentu.19  

2. Pendekatan Penelitian 

Dalam studi ini memakai suatu pendekatan normatif, dimana pendekatan 

tersebut dipakai untuk melakukan pendekatan terhadap pemecahan masalah 

yang diteliti, selanjutnya dilakukan pengkajian terhadap berbagai aspek hukum 

yang memiliki hubungannya dengan penelitian hukum ini. 

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) 

Karena fokus penelitian normatif adalah pada kaidah hukum yang 

berbeda-beda, maka wajar jika dipakai metode perundang-undangan. Oleh 

 
18Amirudin dan Zainal Asikin, 2020, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, Hlm. 34. 
19Jhony Ibrahim, 2022, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayu 

Media, Hlm. 47. 



21 
 

 
 

karena itu, para akademisi yang mempelajari hukum perlu memandangnya 

sebagai suatu sistem tertutup dengan ciri-ciri tertentu.20 

Bahwa sebuah peraturan perundang-undangan haruslah 

komprehensif, artinya memiliki keterkaitan yang jelas antara satu sama 

lain. Selain itu, peraturan tersebut juga haruslah inklusif, yang berarti dapat 

menangani seluruh permasalahan hukum yang ada sehingga hukum 

menjadi lengkap tanpa kekurangan. Peraturan perundang-undangan juga 

harus sistematik, di mana hukum disusun secara hierarkis dan saling 

terkait. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang konkret dan objektif, 

pendekatan perundang-undangan digunakan bersamaan dengan 

pendekatan lain yang sesuai, seperti perbandingan dengan perundang-

undangan negara lain. 

b. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

Pendekatan kasus digunakan untuk memeriksa bagaimana norma-

norma hukum positif diterapkan dalam praktik hukum, khususnya melalui 

analisis kasus-kasus yang telah diputuskan dan terdapat dalam 

yurisprudensi terkait. Kasus-kasus ini memiliki makna empiris dan 

dipelajari untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana norma-

norma tersebut diimplementasikan dalam praktik hukum. Hasil analisis 

 
20Suhaimi, “Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif.” Jurnal 

Yustitia, Vol. 19 No. 2, (2018).  
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kasus-kasus ini kemudian digunakan sebagai masukan dalam menjelaskan 

fenomena hukum yang bersangkutan. 

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

Penulis dalam penelitian hukum ini melakukan penginventarisasi, 

mengumpulkan bahan hukum dimana bahan hukum ini merupakan 

keseluruhan prinsip-prinsip, ketentuan dan prosedur teknis hukum, baik dalam 

bentuk peraturan Perundang-Undangan, perjanjian termasuk juga mengenai 

pendapat para sarjana mengenai hukum serta penelusuran hukum. Bahan-

bahan hukum tersebut meliputi : 

 

a. Bahan hukum primer  

Bahan hukum primer merujuk pada dokumen resmi dan peraturan 

perundang-undangan yang memiliki otoritas atau kekuatan hukum yang 

mengikat. Bahan hukum primer ini menjadi pedoman utama yang harus 

diikuti oleh peneliti untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian 

hukum. 

b. Bahan hukum sekunder  

Bahwa bahan hukum sekunder adalah dokumen hukum yang 

membahas atau menjelaskan sumber hukum utama atau primer (seperti 

buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah, dan sebagainya) yang 

relevan dengan topik yang sedang dibahas. 

c. Bahan hukum tersier  
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Bahan hukum primer dan sekunder, termasuk kamus dan 

ensiklopedia, dilengkapi dengan publikasi hukum tersier yang 

memberikan panduan dan klarifikasi. Hukum dianggap sebagai 

keseluruhan aturan tingkah laku yang ditetapkan oleh pemerintah. 

Hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang, tetapi juga mencakup 

aspek-aspek seperti pengadilan, hakim, pengacara, dan lain-lain. Hukum 

sering kali digambarkan melalui simbol-simbol tertentu. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Bahwa dalam proses inventarisasi, peneliti mengumpulkan materi hukum. 

Penelitian perpustakaan sebagian besar terfokus pada pengumpulan bahan 

hukum melalui studi kepustakaan, di mana peraturan perundang-undangan 

dianalisis, diamati, dan dipelajari. Selain itu, klasifikasi dan penyusunan bahan 

hukum disesuaikan dengan isu penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum 

yang digunakan adalah studi kepustakaan. 

5. Analisis Bahan Hukum 

Analisis yang digunakan melibatkan memanfaatkan sumber-sumber bahan 

hukum yang telah dikumpulkan untuk memecahkan permasalahan dalam 

penelitian. Teknik analisis bahan hukum yang diterapkan adalah metode 

transkriptif, di mana data dari sumber-sumber diperoleh dan dicatat. 

Kemudian, dilakukan analisis terhadap aturan-aturan hukum yang 
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diberlakukan dan dihubungkan dengan berbagai teori hukum serta praktik 

penyelenggaraan hukum positif. 21 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Penulis membuat kesimpulan secara induktif, yang merupakan proses 

penarikan kesimpulan dari yang spesifik ke yang umum atau dari fakta-fakta 

khusus menuju hal-hal yang lebih umum.22  Hasil analisis penelitian yang 

dilakukan oleh penulis juga disusun dari yang khusus ke umum, yang 

kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang diteliti untuk menjawab 

pertanyaan dalam tesis ini.

 
 21Ismaya Shinta Sunyahruri dan  Didik Nurhadi. Analisis Bentuk dan Fungsi Metafora 
Ontologis pada Lirik Lagu dalam Album The Book Karya Yoasobi (kajian semantik), 2022,  Jurnal 
Hikari. Volume 06 Nomor 01, Hlm 487 - 500 
 22Djam’an Satori dan Aan Komariah, 2020, Metodelogi Penelitian Kualitatif, Bandung: 
Alfabeta, Hal. 29. 
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